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Meluasnya perkembangan teknologi menggunakan jaringan internet beberapa  tahun terakhir telah 

membawa dampak dalam kehidupan bermasyarakat, di dalam dunia bisnis. Salah satu konsep 

bisnis perdagangan menggunakan sarana internet adalah e-commerce yang relatif masih baru 

dalam wajah bisnis di Indonesia dan akan terus berkembang. 

Electronic Commerce (E-Commerce) didefinisikan sebagai suatu proses perdagangan/perniagaan 

barang atau jasa dengan menggunakan media elektronik sebagai wadah dalam bertransaksi. Di 

dalam E-Commerce, para pihak yang melakukan kegiatan perdagangan/perniagaan hanya 

berhubungan melalui suatu koneksi antarjaringan komputer yang dinamakan internet 

E-Commerce umumnya digolongkan menjadi beberapa jenis model bisnis yaitu; Business to 

Business (B2B) , Business to Consumer (B2C), Consumer to Consumer (C2C), dan Consumer to 

Business (C2B). Business to Business (B2B) adalah metode komunikasi bisnis yang digunakan 

untuk melakukan transaksi bisnis dalam jumlah besar secara elektronik antara perusahaan atau 

antar pelaku bisnis ; Business to Consumer (B2C) adalah proses penjualan produk berupa barang 

atau jasa antar pelaku bisnis sebagai produsen dengan konsumen yang merupakan pengguna 

produk. B2C sifatnya terbuka untuk publik, sehingga setiap individu dapat mengaksesnya melalui 

suatu web server; Consumer to Consumer (C2C) merupakan kegiatan yang dilakukan oleh 

seseorang menjual produk atau jasa ke orang lain melalui perantara marketplace. Marketplace 

menjadi pihak ketiga sebagai pemberi sarana antara konsumen dan konsumen lain dalam menjual 

produknya. Kemudian yang terakhir Consumer to Business (C2B) merupakan kegiatan bisnis 

dimana konsumen menawarkan kebutuhan atas suatu produk berupa barang atau jasa tertentu 

kepada perusahaan yang membutuhkan produk tersebut. 

Kegiatan pemasaran produk asuransi melalui internet berdasarkan konsep bisnis di atas yaitu 

menggunakan konsep bisnis Business to Consumer (B2C). Pembelian produk asuransi melalui 

internet melahirkan suatu perikatan yaitu perjanjian asuransi. Perjanjian asuransi melalui media 

internet timbul karena adanya asas kebebasan berkontrak, yang memungkinkan setiap orang diberi 

kebebasan untuk melakukan perjanjian dengan siapa pun, menyatakan bentuk perjanjian, dan 

pelaksanaannya sepanjang tidak melanggar norma hukum dan norma kesusilaan. Dengan adanya 

asas itu, maka kini di dalam perjanjian asuransi akan timbul norma hukum kontrak yang baru, di 

mana di dalam proses penawaran, penerimaan, maupun tanda tangan kontraknya menggunakan 

media elektronik yang memiliki jaringan internet. 
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Namun, efisiensi perjanjian asuransi yang diterapkan melalui media online tidak semata-mata 

membuat perjanjian tersebut memiliki kepastian hukum dalam perjanjiannya. Pengadaan 

perjanjian asuransi jiwa melalui media online dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH 

Perdata) Indonesia masih merupakan permasalahan yang pelik. Pasal 1313 KUH Perdata mengenai 

definisi perjanjian memang tidak menentukan bahwa suatu perjanjian harus dibuat secara tertulis. 

Pasal 1313 KUH Perdata hanya menyebutkan bahwa perjanjian adalah suatu perbuatan dengan 

mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Hal ini 

menimbulkan beberapa permasalahan hukum dari perjanjian asuransi yang dibentuk melalui media 

online ini; yaitu mengenai keabsahan perjanjiannya dan mengenai kekuatan polis elektronik 

sebagai bukti jaminan pertanggungan kerugian. 

Perjanjian asuransi secara konvensional pada hakekatnya memenuhi syarat-syarat sahnya sebuah 

perjanjian sesuai dengan Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Namun, perjanjian 

asuransi menggunakan media online merupakan hal baru dari perkembangan teknologi ini 

sehingga memerlukan payung hukum yang jelas terkait pelaksanaanya. Perlunya penelitian lebih 

lanjut mengenai keabsahan perjanjian asuransi melalui media online ini apakah bertentangan atau 

tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.  

Permasalahan hukum lainnya mengenai perjanjian asuransi melalui media online ini terutama 

dalam bidang e-commerce adalah perlindungan hukum terhadap para pihak yang melakukan 

transaksi diinternet. Asuransi merupakan suatu perjanjian yang sifatnya konsensual dimana hal 

yang telah disepakati dalam perjanjian asuransi dituangkan dalam suatu akta yang disebut polis. 

Polis tersebut berfungsi sebagai alat bukti dalam penyelenggaraan suatu pertanggungan dalam hal 

pemberian jaminan ganti kerugian atas terjadinya peristiwa tidak pasti atau risiko yang timbul. 

Polis pertanggungan memegang peranan penting karena sangat bermanfaat pada waktu pengajuan 

tuntutan ganti rugi (klaim) atas kontrak prestasinya sebagai akibat dibayarkan premi asuransi pada 

pihak penanggung.  

Perjanjian asuransi yang dilakukan melalui media online dituangkan dalam suatu akta yang di 

sebut polis elektronik atau e-poicy. Salah satu aspek penting dalam perjanjian asuransi 

menggunakan e-policy adalah pemahaman hukum atas suatu e-policy sehingga e-policy tersebut 

memiliki kedudukan dan kekuatan pembuktian yang sama sebagaimana hukum tertulis. 

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah untuk menganalisis mengenai keabsahan perjanjian 

asuransi jiwa dengan menggunakan media online menurut Pasal 1320 Kitab Undang-Undang 

Hukum Perdata dan untuk menganalisis kekuatan hukum polis elektronik asuransi jiwa sebagai 

bukti jaminan pertanggungan kerugian. Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif 

dengan tipe penelitian terhadap asas-asas hukum. Penelitian hukum ini bersifat preskriptif analisis 

dengan pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual 

(conceptual approach). 

Hasil penelitian penulis dalam skripsi ini yakni : 

1. Berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdata, perjanjian asuransi yang dibuat melalui media online 

tersebut bertentangan dengan hukum positif di Indonesia yaitu Kausa yang Halal. Menjadi 

bertentangan karena polis elektronik tidak sesuai dengan ketentuan berdasarkan pasal 255 Kitab 
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Undang-Undang Hukum Dagang yang menyatakan bahwa polis harus dibuat dalam bentuk tertulis. 

Namun mengikuti perkembangan zaman maka aturan polis harus tertulis tersebut bisa dikatakan 

tidak sesuai dengan keadaan zaman. Polis asuransi elektronik sebagai bentuk perkembangan 

zaman telah diatur dalam pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang 

Informasi dan Transaksi Elektronik yang menyatakan bahwa polis asuransi elektronik sebagai 

dokumen elektronik diakui sebagai alat bukti hukum yang sah menurut hukum acara yang berlaku 

di Indonesia. Sehingga bisa disimpulkan perjanjian asuransi yang dibuat melalui media online 

tersebut sah dan memiliki kekuatan hukum yang sama dengan perjanjian asuransi secara 

konvensional. 

2. Kekuatan pembuktian pada polis elektronik memiliki kekuatan hukum yang kuat merujuk pada 

Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi 

Elektronik dan Pasal 54 ayat (1) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 

Tahun 2015 tentang Produk Asuransi dan Pemasaran Produk Asuransi serta memiliki nilai yang 

sah sebagai alat bukti dalam persidangan walaupun menggunakan e-meterai. 
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ABSTRAK 

 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis keabsahan perjanjian asuransi jiwa yang dilakukan 

melalui media online, dengan fokus pada perspektif hukum perdata berdasarkan Pasal 1320 Kitab 

Undang-Undang Hukum Perdata. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk menilai kekuatan 

hukum polis elektronik asuransi jiwa sebagai bukti jaminan pertanggungan kerugian.Metode 

penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif dengan pendekatan 

perundang-undangan dan pendekatan konseptual.Hasil penelitian ini menunjukkan dua hal utama: 

Pertama, perjanjian asuransi jiwa melalui media online  menjadi sah dimata hukum karena adanya 

undang-undang yang mengatur mengenai hal tersebut. Kedua, kekuatan pembuktian pada polis 

elektronik memiliki kekuatan hukum yang kuat merujuk pada Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik dan Pasal 54 ayat (1) 

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 23/POJK.05/2015 Tahun 2015 tentang Produk Asuransi 

dan Pemasaran Produk Asuransi serta memiliki nilai yang sah sebagai alat bukti dalam persidangan 

walaupun menggunakan e-meterai. Penemuan ini memiliki implikasi penting terkait dengan 

perjanjian asuransi jiwa melalui media online dan kekuatan pembukitan polis elektronik dalam 

industri asuransi di Indonesia. Penelitian ini memberikan pandangan yang mendalam tentang 

perkembangan hukum dalam konteks transaksi elektronik dan asuransi jiwa. 

 

Kata Kunci  : Polis elektronik, Asuransi jiwa, Media online 
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